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ABSTRACT 

 

This study aims to analysis the factors that affect the value of financial 

reporting information local government with internal control system as a 

moderating variable. The study was conducted on 29 OPD located in Kampar 

regency in 2017. The sample used as the respondents was taken by using 

purposive sampling method. The Questionnaires distributed to 87 respondents, 

and successfully collected again with complete answers obtained from 75 

respondents. The analysis tool used in this research is moderated regression 

analysis (MRA). The results of the tests show that the quality of human resources, 

utilization of information technology, and organizational commitment affect on 

the value of local government financial reporting information directly. While the 

supervision of regional finance does not affect on value of local government 

financial reporting information. The internal control system does not moderate 

affect of the Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, 

Local Financial Supervision, Organizational Commitment in the field of 

accounting to the Value of Local Government Financial Reporting Information. 
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PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini fenomena yang 

terjadi dalam perkembangan sektor 

publik adalah adanya tuntutan 

akuntabilitas terhadap lembaga 
dipemerintahan  di pusat maupun 

daerah agar pemerintah mampu 

menyajikan laporan keuangan yang 

berkualitas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja kepada 

masyarakat. Meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good 

government governance), telah 
mendorong pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk menerapkan 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas 
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dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik 

(Mardiasmo, 2009). 

Masih banyaknya fenomena 

laporan keuangan pemerintah yang 

belum menyajikan data-data yang 

sesuai  dengan peraturan  dan masih 

banyak penyimpangan-penyimpangan 

yang berhasil ditemukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 

pelaksanaan audit laporan keuangan 

pemerintah membuat tuntutan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good 

governance government) meningkat. 

Hal itu juga yang  telah mendorong 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah untuk menerapkan 

akuntabilitas publik.  

Kinerja aparat pemerintah 

Provinsi Riau mengalami sedikit 

peningkatan. Hal ini terlihat dari 

laporan hasil evaluasi akuntabilitas 

kerja pemerintah kabupaten/kota yang 

menyampaikan laporan akuntabilitas 

kerja instansi pemerintah (LAKIP) 

Sedangkan untuk kabupaten Kampar 

mendapat nilai C (46,43) yang berarti 

sangat rendah . Hal ini disebabkan 

karena realisasi APBD kabupaten 

kampar tahun 2014 hanya sebesar 

Rp2,502,654,319,841.65  atau sekitar 

90,80%. Kabupaten Kampar 2014 

dalam menerapkan teknologi 

informasi juga ditemukan adanya 

kelemahan, diantaranya : 

1) keterbatasan sarana dalam 

mendukung E-government 

2) kurangnya koordinasi antar unit 

pengolah data fungsional dengan 

pusat data 

3) belum terbangunnya aplikasi 

program strategis dan 

terintegritas. 

(sumber : Lakipkab.kampar 2014) 

Pada tahun 2015 BPK 

memberikan Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) atas LKPD 

kabupaten Kampar. Opini diberikan 

atas dasar kesesuaian laporan 

keuangan dengan standar akuntansi 

pemerintahan kecuali untuk item nilai 

selisih  lebih tetap aset dikecualikan 

untuk opini yang diberikan atas 

LKPD tahun 2015 pemerintah 

kabupaten kampar . selain opini atas 

laporan keuangan , BPK juga 

mengungkapkan adanya 

permasalahan-permasalahan terkait 

sistem pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pada 2014 BPK menemukan 

adanya kelemahan sistem 

pengendalian intern dalam 

penyusunan laporan keuangan, yaitu: 

(1) Penyajian nilai investasi 

permanen – Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Kampar 

pada PDAM Tirta Kampar, 

BMT dan DKUKM belum 

menggambarkan kondisi 

senyatanya;  

(2) Persiapan Pemerintah 

Kabupaten Kampar menuju 

penerapan Laporan Keuangan 

berbasis akrual belum 

memadai;  

(3) Penatausahaan investasi non 

permanen dalam bentuk hewan 

ternak pada Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan tidak 

sesuai dengan Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

(4) Pendapatan Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran belum 

menggambarkan kondisi 

senyatanya; 
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(5) Aset Lainnya yang disajikan 

dalam Neraca per 31 Desember 

2014 tidak didukung dengan 

Dokumen yang Memadai; dan  
(6) Selisih Lebih Penyajian Nilai 

Aset Tetap per 1 Januari 2014 
Dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Kampar 
TA 2014 belum dapat 
dijelaskan. 
BPK juga menemukan adanya 

ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam 
pengelolaan keuangan negara, yaitu:  
(1) Sisa Uang Persediaan Tahun 

Anggaran 2014 dan Potongan 
Pajak terlambat disetor ke Kas 
Daerah dan Kas Negara;  

(2) Terdapat kekurangan volume 
pekerjaan pada 7 (tujuh) paket 
pekerjaan pada Dinas Bina 
Marga dan Denda Keterlambatan;  

(3) Penerima Belanja Hibah TA 
2014 belum menyampaikan 
Laporan Pertanggungjawaban 
penggunaan dana; dan  

(4) Terdapat kelebihan pembayaran 
atas Biaya Penginapan pada 3 
(tiga) OPD Kabupaten Kampar. 

Ada beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi nilai pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. Faktor 
yang pertama adalah kulitas sumber 
daya manusia dibidang akuntansi. 
Sistem akuntansi sebagai suatu sistem 
informasi membutuhkan manusia 
untuk menjalankan sistem yang ada. 
Kualitas sumber daya manusia adalah 
kemampuan seseorang atau individu, 
suatu organisasi (kelembagaan), atau 
suatu sistem untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi atau kewenangannya 
untuk mencapai tujuannya secara 
efektif dan efisien. 

Faktor kedua yang 
mempengaruhi nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah 
adalah pemanfaatan teknologi 

informasi.Pemanfaatan teknologi 
informasi dalam memberikan 
pelayanan kepada sektor publik. 
Diharapkan dengan kemudahan 
penggunaan yang diberikan teknologi 
informasi, dapat berdampak pada 
penerimaan teknologi informasi, .     

Faktor ketiga yang 
mempengaruhi nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah 
adalah pengawasan keuangan daerah. 
Pengawasan merupakan salah satu 
cara untuk membangun dan menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap 
kinerja pemerintahan.  

Faktor keempat yang dapat 
mempengaruhi nilai pelaporan 
keuangan pemerintah daerah adalah 
komitmen organisasi.komitmen 
organisasi adalah komitmen yang 
diciptakan oleh semua komponen 
komponen individual dalam 
menjalankan operasional operasi . 

Faktor kelima  yang dapat 
mempengaruhi nilai pelaporan 
keuangan pemerintah daerah adalah 
sistem pengendalian internal.Sistem 
akuntansi memerlukan pengendalian 
internal atau dengan kata lain sistem 
akuntansi berkaitan erat dengan 
pengendalian intern organisasi 
(Mahmudi, 2007).  

Penelitian yang pernah 

dilakukan Desi Indriasari (2009) di 

kabupaten Ogan Ilir Pemanfaatan 

teknologi informasi, dan 

pengendalian internal akuntansi 

memiliki pengaruh positif terhadap 

nilai pelaporan keuangan daerah dan 

Kapasitas SDM berpengaruh negatif. 

Sedangkan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Celviana 

Winidyaningrum (2010) di Pemda 

Subosukawonostraten, Kapasitas 

SDM dan pemanfatan teknologi 

informasi berpengaruh positif 

terhadap nilai pelaporan keuangan. 

Pemanfaatan teknologi informasi, dan 
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pengendalian intern berpengaruh 

positif terhadap ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Kapasitas SDM berpengaruh 

positif. 
Banyaknya perbedaan 

penelitian dengan penelitian 
sebelumnya yang menunjukkan hasil 
tidak konsisten. Penelitian ini 
merupakan pengembangan dari 
penelitian Valita (2016).  Maka 
peneliti akan melakukan penelitian 
kembali dengan judul “faktor-faktor 
yang mempengaruhi nilai informasi 
pelaporan keuangan pemerintah 
daerah dengan sistem pengendalian 
intern sebagai variabel moderating 
(studi empiris pada OPD Kabupaten 
Kampar). Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu adalah 
penambahan variabel independen 
yaitu komitmen organisasi. Dan objek 
serta periode penelitian yang berbeda 
Pada penelitian terdahulu objeknya 
adalah OPD Kota Pekanbaru 
sedangkan penelitian ini adalah OPD 
Kabupaten Kampar. 

Adapun rumusan masalah 

penelitian ini antara lain: Apakah 

terdapat pengaruh kualitas SDM, 

pemanfaatan teknologi informasi, 

pengawasan keuangan daerah, 

komitmen organisasi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah secara lurus 

ataupun dengan dimoderasi sistem 

pengendalian internal.? 

 Sesuai rumusan masalah, 

tujuan penelitian yaitu: Untuk 

menguji pengaruh kualitas SDM, 

pemanfaatan teknologi informasi, 

pengawasan keuangan daerah, 

komitmen organisasi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah secara lurus 

ataupun dengan dimoderasi sistem 

pengendalian internal. 
 

TELAAH KEPUSTAKAAN DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Nilai Informasi Pelaporan 

Keuangan Pemerintah 

Menurut Suwardjono (2005) 

nilai informasi adalah kemampun 

informasi didalam laporan keuangan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keyakinan pemakai dalam 

pengambilan keputusan. Agar 

manfaat dan tujuan penyajian laporan 

keuangan dapat dipenuhi maka 

informasi yang disajikan harus 

merupakan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan dengan informasi 

tersebut. 

Menurut Wahyono (2004) 

dalam menghasilkan suatu nilai 

informasi yang bernilai disini 

menyangkut dua elemen pokok, yaitu 

informasi yang dihasilkan dan sumber 

daya yang menghasilkan. 

Menyangkut informasi yang 

dihasilkan, maka informasi laporan 

keuangan tersebut harus dibuat 

sedemikian rupa sehingga tidak 

terlalu rumit bagi pemakai dan 

bernilai, dengan tidak menggunakan 

istilah - istilah yang kabur serta 

menggunakan klasifikasi peraturan 

yang lazim atau berlaku. 

 

Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia 

adalah kemampuan sumber daya 

manusia untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya dengan bekal pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman yang 

cukup memadai (Arfianti, 2011). 

Penilaiaan kualitas sumber daya 

manusia dalam melaksanakan suatu 

fungsi, termasuk akuntansi dapat 

dilihat dari tingkat tanggungjawa dan 

kompetensi sumber daya tersebut. 
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Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi 

informasi adalah penggunaan 
komputer, software/perangkat lunak, 
dan lainya yang sejenis secara 
optimal (Wilkinson et al, 2005). 
Teknologi informasi yang salah satu 
contohnya komputer dapat membantu 
mempercepat pekerjaan yang sedang 
dikerjakan, dengan menggunakan 
komputer akan lebih akurat dan 
konsisten dalam perhitungan daripada 
menggunakan sistem manual. 
 
Pengawasan Keuangan Daerah 

Menurut Yosa (2010) yang 
dimaksud dengan pengawasan adalah 
suatu upaya yang sistematik untuk 
menetapkan kinerja standar pada 
perencanaan untuk membandingkan 
kinerja aktual dengan standar yang 
telah ditentukan, untuk menetapkan 
apakah telah terjadi penyimpangan, 
serta untuk mengambil tindakan 
perbaikan yang diperlukanuntuk 
menjamin bahwa sumber 
dataorganisasi atau pemerintahan 
telahdigunakan seefektif dan seefisien 
mungkin guna mencapai tujuan 
pemerintahan. 

Pengawasan keuangan daerah 
juga dapat mempengaruhi nilai 
informasi pelaporan keuangan 
pemerintah. Sistem akan berjalan baik 
apabila ada pengawasan yang 
memastikan sistem berjalan sesuai 
dengan rencana, untuk mendukung 
kualitas laporan keuangan yang baik.  

 
Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah 
ikatan keterkaitan individu dengan 
organisasi,sehingga individu tersebut 
merasa memiliki organisasinya. 
Komitmen menunjukkan keyakinan 
dan dukungan yang kuat terhadap 
nilai dan sasaran yang ingin dicapai 
oleh organisasi. Komitmen organisasi 

yang tinggi dapat diperlukan dalam 
sebuah organisasi,karena terciptanya 
komitmen yang tinggi akan 
mempengaruhi situasi kerja yang 
profesional. 

Mowday dalam Pingka (2013) 
menyatakan komitmen organisasi 
memiliki ciri-ciri,yaitu : (1) belief 
yang kuat serta penerimaan terhadap 
tujuan dan nilai organisasi ; (2) 
kesiapan untuk bekerja keras ;serta 
(3) keinginan yang kuat untuk 
bertahan dalam organisasi.  

 
Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal 
adalah suatu proses integral yang 
dilakukan dilingkup pemerintahan 
dengan cara mengarahkan, 
mengawasi, dan mengukur surber 
daya suatu organisasi, serta berperan 
penting dalam pencegahan tindakan 
yang tidak sesuai dengan aturan. 
Pengendalian intern terdiri atas 
kebijakan dan prosedur yang 
digunakan dalam mencapai sasaran 
dan menjamin atau menyediakan 
informasi keuangan yang andal. 

 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : dibangun untuk tujuan 

penelitian 

Kualitas SDM di 
Bidang Akuntansi 

(X1) 
 

Pemanfaatan 

Teknologi 
Informasi (X2) 

 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 
(X3) 

 

Komitmen 

Organisasi (X4) 
 

Sistem Pengendalian 
Internal (Xm) 

 

Nilai Informasi 
Pelaporan 

Keuangan 
Pemerintah 

Daerah (Y) 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh PPTK di organisasi 

perangkat daerah (OPD) di 

Kabupaten Kampar yang berjumlah 

29 OPD. Sampel dalam penelitian ini 

adalah kepala bagian/Setingkat dan 

Kepala Sub Bagian/Kepala Sub 

Bidang/Setingkat pada organisasi 

perangkat daerah Dinas,Kantor,dan 

Badan di kabupaten Kampar. Dari 

setiap OPD akan diambil 3 responden 

dengan kriteria, sehingga sampel 

yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah 87 responden. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

primer. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui survei kuesioner 

yang diambil dari penelitian. 

Kuesioner tersebut akan diberikan 

secara langsung kepada responden 

yang bekerja pada OPD di Kabupaten 

Kampar.  

 

Definisi Operasional Variabel dan 
Variabel Penelitian 
Variabel Dependen 
1. Nilai Informasi Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 
Nilai Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi 
para pemakai adalah informasi yang 
mempunyai nilai.Agar informasi tersebut 
dapat mendukung dalam pengambilan 
keputusan dan dapat dipahami oleh para 
pemakai, maka informasi akuntansi harus 
mempunyai beberapa karakteristik 
kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah 
ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi 
tujuannya.(Yadiati, 2010). 

Pengukuran variabel kepuasan 
kerja auditor dilakukan melalui 11 
indikator yang dikutip dari Fadhilla 
Husna (2013). 

 
Variabel Independen 
1. Kualitas SDM dibidang 

Akuntansi 
Menurut Wiley dalam Azhar 

(2007) bahwa kualitas sumber daya 
manusia (SDM) dimaksud dalam 
penelitian ini adalah kemampuan dari 
staf bagian akuntansi/keuangan dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan 
latar belakang pendidikan, pelatihan 
yang diperoleh responden, 
pemahaman mengenai tugas, dan 
tanggung jawab terhadap kewajiban. 

Pengukuran variabel kualitas 
sumber daya manusia dilakukan 
melalui 3 indikator yang dikutip dari 
Azhar (2007) 

 
2. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
Menurut Wilkinson et al, dalam 

(Aryani, 2013), Pemanfaatan 
teknologi informasi merupakan 
penggunaan secara optimal dari 
komputer (mainframe, mini, micro), 
perangkat lunak (software), database, 
jaringan (internet, intranet), electronic 
commerce, dan jenis lainnya yang 
berhubungan dengan teknologi. 

Pengukuran variabel 
pemanfaatan teknologi informasi 
dilakukan melalui 2 indikator yang 
dikutip dari Ariesta (2013). 

 
3. Pengawasan Keuangan Daerah 

Pengawasan keuangan daerah 
merupakan proses kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar 
pemerintahan daerah berjalan secara 
efektif dan efisien  sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 51 
Tahun 2010). 
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Pengukuran variable 
pengawasan keuangan daerah 
dilakukan melalui 3 indikator yang 
dikutip dari Afrianti (2011). 

 
4. Komiten Organisasi 

Menurut Fred Luthan (2005) 
menyatakan bahwa komitmen 
organisasi merupakan keinginan kuat 
dan keyakinan tertentu sebagai 
anggota untuk bekerja keras 
mengikuti keinginan organisasi serta 
menerima nilai dan tujuan organisasi, 
dengan kata lain, komitmen 
merupakan sikap yang merefleksikan 
loyalitas dan proses berkelanjutan  
terhadap organisasi dan keberhasilan 
serta kemajuan yang berkelanjutan. 

Pengukuran variabel komitmen 
organisasi dilakukan melalui 3 
indikator yang dikutip dari Afrianti 
(2011). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

 

Gambaran Umum Responden  
Kuesioner disebarkan pada 29 

kantor OPD yang berada di kabupaten 

Kampar secara langsung. Dari 87 

kuesioner yang disebarkan, kuisioner 

yang kembali sebanyak 75 kuisioner 

(86,21%). Kuisioner yang tidak 

direspon sebanyak 12 kuisioner 

(13,79%). Kuesioner yang dapat 

diolah sebanyak 75 kuisioner 

(86,21%). 

 

Hasil Uji Kualitas Data  

1.  Hasil Uji Validitas 
Dilihat dari uji validitas data 

didapatkan bahwa nilai rhitung > r 

tabel. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semua item pernyataan untuk 

variabel konflik peran, kelebihan 

peran, independensi, kompetensi, 

kecerdasan spiritual, dan kinerja 

auditor adalah valid.  

2.  Hasil Uji Realibilitas  
Pengujian ini dilakukan untuk 

menghitung koefisien Cronbach 

alpha dari masing-masing instrumen 

dalam suatu variabel. Suatu pengukur 

dapat dikatakan dapat diandalkan 

apabila memiliki koefisien Cronbach 

alpha lebih dari 0,7.  

 

Hasil Uji Normalitas  

 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Olahan, 2017 

 
 Pada gambar nomal probability 

plot, data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil Uji Asumsi Klasik  

1.  Hasil Uji Multikolinieritas  
 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 

 

KSDM 0,551 1,815 

PTI 0,444 2,254 

PKD 0,868 1,153 

KO 0,387 2,582 

Sumber : Data Olahan, 2017 

 

Dari hasil perhitungan analisis 

diperoleh nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 

maka dinyatakan tidak ada korelasi 

sempurna antar variabel bebas dan 

sebaliknya (Ghozali, 2011). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas.  
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2.  Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 

Gambar 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data Olahan, 2017 

 

Terlihat titik-titik tidak 

membentuk pola tertentu dan 

menyebar secara acak diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dapat diartikan tidak terdapat 

heterokedastisitas dalam model 

regresi penelitian ini. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pertama 

Hasil analisis regresi dapat dilihat 

melalui uji t. analisis yang dilakukan 

diperoleh nilai t hitung variabel 

kualitas sumber daya manusia di 

bidang akuntansi sebesar 2,251 dan 

signifikan 0,015. Dikarenakan t 

hitung (2,251) > t tabel (1,994) dan 

Signifikan (0,015) < 0,05. Artinya 

variabel kualitas sumber daya 

manusia dibidang akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

. Adanya koefisiensi β sebesar 

0,286 menyatakan adanya pengaruh 

positif kualitas sumber daya manusia 

di bidang akuntansi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin baik 

kualitas sumber daya manusia di 

bidang akuntansi pada OPD 

Kabupaten Kampar maka nilai 

informasi dari pelaporan keuangan 

yang dihasilkan pemerintah akan 

semakin baik pula. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fadila Ariesta (2013) 

membuktikan secara empiris bahwa 

kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan daerah yang 

dinyatakan dengan keterandalan dan 

ketepatwaktuan.  

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Kedua 

Hasil analisis regresi dapat dilihat  

melalui uji t. Analisis yang dilakukan 

diperoleh nilai t hitung variabel 

kualitas sumber daya manusia di 

bidang akuntansi sebesar 2,173 dan 

signifikan 0,033. Dikarenakan t 

hitung (2,173) > t tabel (1,994) dan 

Sig. (0,033) < 0,05. Artinya variabel 

pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Pemanfaatan teknologi informasi 

sangat dibutuhkan untuk memproses 

informasi bahkan untuk mengakses 

informasi terutama untuk informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Kampar. Adanya 

koefisiensi β sebesar 0,327 

menyatakan adanya pengaruh positif 

pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi pemanfaatan teknologi 

informasi.  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Febriady Leonard Sembiring 

(2013) membuktikan secara empiris 

bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan daerah 
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yang dinyatakan dengan keterandalan 

dan ketepatwaktuan.  

 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Ketiga 

Nilai t hitung variabel kualitas 

sumber daya manusia di bidang 

akuntansi sebesar 1,107 dan 

signifikan 0,272. Dikarenakan t 

hitung (1,107) < t tabel (1,994) dan 

Sig. (0,272) > 0,05.. Artinya variabel 

pengawasan keuangan daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pengawasan 

keuangan daerah dengan nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah 

Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Arfianti (2011) tentang analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah, yang 

menunjukkan bahwa pengawasan 

keuangan daerah tidak memberikan 

pengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Keempat 

Hasil analisis regresi dapat dilihat  

melalui uji t. Analisis yang dilakukan 

diperoleh nilai t hitung variabel 

komitmen organisasi sebesar 2,338 

dan signifikan 0,022. Dikarenakan t 

hitung (2,338) > t tabel (1,994) dan 

Sig. (0,022) < 0,05. Artinya variabel 

komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara komitmen organisasi 

dengan nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Hasil penelitian ini  mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh 

Sugandhi (2013) juga menunjukkan 

hasil bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Kelima 

Diketahui t hitung (1,120) < t 

tabel (1,997) dan Sig. (0,138) > 0,05. 

Artinya variabel kualitas SDM di 

bidang akuntansi yang dimoderasi 

oleh sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Menurut Arens (2003) 

kemampuan sumber daya manusia 

dalam menghasilkan laporan 

keuangan yang memiliki nilai 

informasi dapat dirancang melalui 

sistem pengendalian intern dengan 

tujuan umumnya adalah efisiensi dan 

efektivitas operasi. Pengendalian 

dalam organisasi akan mendorong 

pemakaian sumber daya, mencakup 

personil, secara efisien dan efektif 

untuk mengoptimalkan sasaran-

sasaran organisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fikri 

(2015) yang menyatakan bahwa 

kompetensi aparatur pada OPD di 

Pemprov NTB tidak berpengaruh 

terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan melalui sistem 

pengendalian internal. 

 

6. Hasil Pengujian Hipotesis 

Keenam 
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Diketahui t hitung (0,576) < t 

tabel (1,997) dan Sig. (0,212) > 0,05. 

Artinya variabel pemanfaatan 

teknologi informasi yang dimoderasi 

oleh sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Sistem pengendalian intern 

digunakan sebagai variabel moderasi 

hasilnya menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian intern tidak mampu 

menjadi pemoderasi dalam hubungan 

pemanfaatan teknologi informasi 

dengan nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. Hal ini 

bisa saja disebabkan kurang 

efektifnya sistem pengendalian 

internal pada OPD Kabuputen 

Kampar. 

Hal ini sangat bertentangan 

dengan Arens (2003) pemanfaatan 

teknologi informasi oleh entitas dapat 

meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dari pengendalian intern 

dengan secara konsisten memproses 

sejumlah besar volume transaksi data 

sehingga teknologi informasi dapat 

meningkatkan ketepatan waktu dan 

akurasi dari informasi. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Galuh (2013) yang menyatakan 

bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah secara tidak langsung melalui 

sistem pengendalian intern.  

 

7. Hasil Pengujian Hipotesis 

Ketujuh 

Diketahui nilai t hitung 0,658 dan 

signifikan 0,513. Kemudian t tabel 

(taraf nyata 5%) dapat diperoleh t 

hitung (0,658) < t tabel (1,995) dan 

Sig. (0,513) > 0,05. Artinya variabel 

pengawasan keuangan daerah yang 

dimoderasi oleh sistem pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap 

nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian intern tidak 

memoderasi hubungan antara 

pengawasan keuangan daerah dengan 

nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.Penelitian ini 

sesuai dengan fakta dilapangan, 

dimana pada setiap OPD Kabupaten 

Kampar telah memiliki pengawasan 

keuangan daerah yang baik tapi yang 

menjadi permasalahannya yaitu 

personil atau manajemen tidak 

berkualitas dalam sistem 

pengendalian internsehingga tidak 

menjamin laporan keuangan 

pemerintah daerah berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Ketidaktahuan dan 

ketidakpahamnya aparat tentang kode 

etik yang ada di tempat kerjanya. 

Menurut Arens (2003) 

pengawasan yang berjalan dengan 

baik akan menghasilkan kualitas 

laporan keuangan yang baik. 

Namun hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Galuh (2013) yang 

menunjukkan bahwa pengawasan 

keuangan daerah berpengaruh 

signifikan terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah melalui sistem pengendalian 

intern. 

 

8. Hasil Pengujian Hipotesis 

Kedelapan 

Diketahui nilai t hitung (0,472) < 

t tabel (1,997) dan Sig. (0,301) > 

0,05. Artinya variabel komitmen 

organisasi yang dimoderasi oleh 

sistem pengendalian intern tidak 
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berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Sistem pengendalian internal 

adalah suatu proses integral yang 

dilakukan dilingkup pemerintahan 

dengan cara mengarahkan, 

mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi, serta berperan 

penting dalam pencegahan tindakan 

yang tidak sesuai dengan aturan.  

Sistem pengendalian intern  

akuntansi berfungsi untk mengatur 

teknik akuntansi seperti perubahan 

dalam pendekatan sistem akuntansi 

dan prosedur pencatatan,dokumen 

dan formulir yang digunakan ,fungsi 

fungsi otorisasi untuk tujuan 

pengendalian intern, laporan serta 

pengawasan. Dengan demikian 

komitmen organisasi yang baik tidak 

diperkuat dengan sistem pengendalian 

intern yang memadai maka akan 

menghasilkan nilai informasi laporan 

keuangan yang kurang baik dan 

relevan. Berdasarkan uraian di atas, 

tidak terdapat pengaruh antara 

komitmen organisasi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah melalui sistem 

pengendalian informasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

1. Kualitas sumber daya manusia di 

bidang akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

3. Pengawasan keuangan daerah 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

4. Komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

5. Kualitas sumber daya manusia di 

bidang akuntansi yang dimoderasi 

oleh sistem pengendalian intern 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

6. Pemanfaatan teknologi informasi 

yang dimoderasi oleh sistem 

pengendalian intern tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

7. Pengawasan keuangan daerah 

yang dimoderasi oleh sistem 

pengendalian intern tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

8. Komitmen organisasi yang 

dimoderasi oleh sistem 

pengendalian intern tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

nilai informasi pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan 

memperluas objek penelitian dan 

tidak hanya pada aparat 

pemerintah daerah di dinas-dinas 

saja, tetapi dapat dilakukan pada 

aparat pemerintah daerah di 

seluruh OPD kota atau provinsi. 

2. Penelitian selanjutnya perlu 

menambahkan metode wawancara 

langsung pada masing-masing 

responden dalam upaya 

mengumpulkan data, sehingga 

dapat menghindari kemungkinan 

responden tidak objektif dalam 

mengisi kuisioner. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 

empat variabel independen dan 
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satu variabel moderasi, yaitu 

kualitas SDM di bidang 

akuntansi, pemanfaatan teknologi 

informasi, pengawasan keuangan 

daerah, komitmen organisasi, dan 

sistem pengendalian intern. Oleh 

karena itu, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya yang ingin 

meneliti dengan topik yang sama 

agar dapat menambahkan variabel 

yang lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah 

daerah agar hasil yang diperoleh 

lebih akurat dan bervariasi. 
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